BAB V
KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang dianggap memiliki tingkat
urgensi terkait korelasinya dengan batas usia seseorang sehingga dapat dibebani
suatu tanggung jawab hukum. Karena itu, batas usia kecakapan hukum
memerlukan kejelasan dalam penentuan batas usia dimana seseorang dinyatakan
masih tergolong sebagai anak-anak atau telah dapat dikatakan sebagai orang yang
dewasa sehingga kuasa untuk melakukan peristiwa hukum seperti perikatan,
perjanjian dan lain sebagainya serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan
akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum tersebut.

Terkait dengan batas kecakapan hukum, dua konsepsi hukum yaitu hukum
positif dan hukum Islam memiliki beberapa titik singgung yang sama serta
beberapa tolak ukur yang berbeda dalam penentuan batas usia seseorang dapat
dinyatakan telah dewasa atau cakap hukum. Persamaan dan perbedaan penentuan
batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum islam untuk lebih

jelasnya akan dipaparkan berikut ini.

A. Persamaan
Setelah peneliti mencoba mengkomparasikan antara batas usia cakap
hukum perspektif hukum Islam dan hukum positif baik dari segi tujuan, ciri-
ciri, konsep, maupun sumber hukumnya yang diambil dari beberapa literatur,

maka setelah dilakukan pengolahan data dan analisis peneliti menemukan
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beberapa persamaan antara batas usia cakap hukum perspektif hukum positif
dan hukum Islam. Persamaan-persamaan tersebut diuraikan berikut ini:

Pertama, persamaan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif
dan hukum Islam dapat dilihat dari tujuan hukum itu sendiri. Baik dalam
hukum positif maupun hukum Islam, kedua konsepsi hukum ini dalam
menentukan batas usia seseorang dinyatakan dewasa sama-sama bertujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum dengan memberikan
aturan kepastian mengenai ketentuan batas usia seseorang dinyatakan telah
dewasa atau cakap hukum.! Kemudian dari kepastian ketentuan tersebut
selanjutnya dapat dibedakan mana-mana saja seseorang yang patut untuk
dibebani suatu tanggung jawab hukum dari konsekuensi usianya sehingga
selanjutnya dapat diperoleh intisari tujuan hukum yaitu berupa suatu keadilan.

Kedua, dari segi konsep secara eksplisit penentuan batas usia kecakapan
hukum positif dan hukum Islam juga memiliki persamaan. Hukum positif
maupun hukum Islam dalam menentukan batas usia cakap hukum adalah sama-
sama untuk memenuhi konsep ketaatan dan kepatuhan pada hukum, memberi
pedoman kepada masyarakat untuk berperilaku, pengawasan/pengendalian
sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial.?

Ketiga, dari segi implementasi, konsep kedua bentuk hukum ini dalam
menentukan batas usia cakap hukum tidak dapat diterapkan secara konsisten.

Hukum positif yang bersumber dari hukum formiil dan materiil kemudian

! Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1999). hal. 40

http://www.referensimakalah.com/fungsi-hukum-menurut-pakar.html.  Diakses
Pada tanggal 1 April 2016, Pukul 00.30 WIB
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menjadikan aturan hukum yang menentukan batas usia cakap hukum menjadi
berbeda antara substansi hukum yang satu dengan yang lainnya.® Begitupun
dengan hukum Islam. Hukum Islam yang cenderung kepada syari’ah yang
kemudian dikembangkan dalam ilmu figh, dimana ilmu figh ini berasal dari
penggalian hukum dari dalil-dalil tafsili (rinci) melalui berbagai istinbat hukum
sehingga antara pendapat ulama’ yang satu dengan yang lainnya tidak sampai
pada ijma’ terkait penentuan batas usia seseorang dinyatakan cakap hukum.
Hal ini dapat diartikan bahwa pendapat ulama’ mengenai batas usia cakap
hukum yang tertuang dalam ilmu figh bersifat dzanni (dugaan). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hukum positif dan hukum Islam, keduanya sama-sama
memiliki ketentuan yang ambigu dalam penentuan batas usia cakap hukum
(dewasa).

Keempat, batas usia cakap hukum dalam hukum positif dan hukum Islam
keduanya sama-sama dijadikan sebagai norma yang merupakan tolak ukur
kepantasan tingkah laku dalam bermasyarakat. Sehingga dari pandangan
masyarakat tersebut, hukum positif dan hukum Islam sama-sama memiliki
andil sebagai kontrol untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman.

Kelima, dari segi konsekuensi seseorang dinyatakan telah cakap hukum.
Baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam keduannya sama-sama
memberlakukan aturan yang mengikat dan memaksa bagi seseorang yang telah

dinyatakan dewasa tersebut.*

* Budi Ruihatudin, Pengantar llmu Hukum, (Yogyakarta: Teras, 2007). hal. 15
* A. sukris Sarmadi, Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik,
(Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007). hal. 109-111
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Keenam, dari produk putusan Hakim, baik hukum positif atau hukum
Islam keduanya sama-sama berasaskan Res Judicata Pro Veritate Habeteur
yang berarti putusan Hakim dianggap paling benar sampai ada putusan hakim

lain yang mengoreksinya.”

. Perbedaan

Apabila pada sub bab sebelumnya telah diurakan mengenai persamaan
batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka pada
sub bab ini akan dijabarkan mengenai hal-hal yang menjadi pembeda antara
ketentuan batas usia cakap hukum yang terdapat dalam hukum positif dan batas
usia cakap hukum dalam hukum Islam. Perbedaan-perbedaan mengenai
penentuan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam
secara rinci akan diuraikan berikut ini:

Pertama, dari segi sumber hukum. Dalam penentuan batas usia cakap
hukum, hukum positif bersumber dari hukum materiil yaitu, faktor yang
membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu
diambil. Berupa norma, tradisi, dan kebiasaan. dan sumber hukum formil yaitu
tempat/sumber darimana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum
(berkaitan dengan bentuk/cara yang menyebabkan hukum itu berlaku) berupa
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain sebagainya.®

Sedangkan sumber hukum Islam dalam menentukan batas usia cakap

hukum bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis.’

5 Kansil, Pengantar llmu Hukum . . ., hal. 67
® Budi Ruihatuddin, Pengantar Ilmu Hukum . . ., hal. 29
” Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 68
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Kedua, perbedaan batas usia perspektif hukum positif dan hukum Islam
ini terletak pada tolak ukur penentuannya. dalam hukum positif terdapat
penyebutan usia yang jelas sebagai parameter kecakapan hukum seseorang
walaupun terdapat kwalifikasi usia yang berbeda-beda antara substansi hukum
yang satu dengan substansi hukum lainnya. Kemudian dalam hukum Islam,
parameter kecakapan seseorang tidak disebutkan secara gamblang dengan
penyebutan usia, akan tetapi lebih ditekankan pada ciri-ciri fisik seperti haid
pada wanita dan ikhtilam bagi laki-laki.® Selanjutnya parameter kecakapan
hukum perspektif hukum Islam ini akan mengalami pengembangan dengan
istinbat hukum para ulama’ yang kemudian tertera dalam ilmu figh apabila
tanda-tanda jasmani sebagaimana yang dimaksudkan tidak muncul pada
seseorang. Kemudian para ulama’, melalui pertimbanganya memberikan
kepastian penentuan usia cakap hukum dengan menyebut usia. Walaupun
karena berbagai faktor akhirnya terjadi ihtilaf pada penentuan batas usia
kecakapan hukum dalam hukum Islam.

Ketiga, Dari segi pembuatan hukumnya. Hukum positif dibuat oleh
penguasa (pemerintah). Kedaulatanya berada ditangan rakyat sehingga berlaku
asas sosiologis atau efektifitas hukum.® Dengan kata lain, peraturan atau
perundang-undangan dapat diamandemenkan atau dirubah apabila suatu
perundang-undangan dipandang tidak lagi efektif menurut tuntutan dari

masyarakat.

8 Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir al-Qur’an al-
Karim. Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hal 98

’ Rien G. Karta Saputra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Bandung: Bina Aksara,
2007), hal. 18
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Sedangkan hukum Islam dibuat oleh Allah, ketentuannya mutlak harus
diikuti oleh umat islam. Jika dalam hukum positif berlaku amandemen, maka
tidak demikian dengan hukum Islam. Aturan dalam hukum Islam lebih dulu
dibuat oleh Allah, dan selanjutnya ditaati. Namun dalam hukum positif, hukum
dibuat untuk memenuhi kekosongan peraturan dalam kehidupan sosial
masyarakat yang sebelumnya terdapat peristiwa yang belum terdapat aturanya.

Keempat, Mengenai hubungan hukum. Hukum positif dalam menentukan
batas usia cakap hukum memiliki orientasi untuk mengatur hubungan hukum
antara manusia dengan sesama manusia. Digolongkan dalam beberapa bentuk
seperti hukum pidana, hukum perdata, peraturan perundang-undangan, dan lain
sebagainya.™

Kemudian dalam hukum Islam, ketentuan batas usia cakap hukum
diberlakukan untuk menentukan batasan berlakunya tanggung jawab hukum
antara manusia dengan sesama manusia (hablu minannas) seperti jual beli,
perkawinan, hutang-piutang dan lain-lain dan hubungan antara manusia dengan
Penciptanya (hablu minallah) seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji.**

Kelima, Dari segi problematika yang ditimbulkan dari penentuan batas
usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam. Menurut
penjabaran penulis, didapati fakta bahwa hukum positif dalam menentukan
batas usia cakap hukum memang belum mempunyai keseragaman. Dan

keridakseragaman inilah yang kemudian memicu konflik hukum dalam proses

0B, 'S. Pramono, Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum, (Surabaya: Usaha Nasional,
2006), 101

1 A Sukris Sumardi, Membangun refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradikmatif .
.., hal. 110
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peradilannya. Memang dalam asas hukum terdapat asas lex superior derogat
leg inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan
peraturan yang lebih rendah (asas hierarki). Namun kenyataanya dalam
literatur, justru pluralitas kecakapan hukum ini dalam beberapa aturan hukum
berada dalam hierarki yang sejajar. Inilah yang kemudian menjadikan polemik
dalam praktik peradilan sehingga para penegak hukum pada akhirnya tidak
memiliki pedoman pasti dalam memutus suatu perkara terkait peristiwa hukum
yang bersinggungan dengan batas usia kecakapan hukum. Sehingga aturan
hukum terkait batas usia kecakapan hukum tersebut akan menjadi kabur dan
tidak jelas

Sedangkan dalam hukum Islam, karena aturan mengenai batas usia cakap
hukum bersumber dari Al-Qur’an dan hadis maka aplikasinya lebih mudah
diterapkan karena adanya suatu aturan yang jelas dan tidak akan memunculkan
hukum baru sebagaimana disebutkan bahwa kedewasaan seseorang dalam
hukum Islam dapat ditandai dari ciri-ciri fisik. Walaupun selanjutnya,
ketentuan tersebut bisa saja dihadapkan pada kasus seseorang yang tidak
pernah sama sekali mengalami tanda-tanda fisik sebagaimana yang disepakati
para ulama’. Maka ulama’ melakukan istinbat hukum sebagai penjelas dari
batas usia seseorang dikatakan dewasa (cakap hukum) ababila seseorang
tersebut tidak memiliki tanda-tanda fisik sebagaimana yang telah disepakati
ulama’.** Walaupun hasil istinbat dari para ulama’ dalam hal penentuan batas

usia cakap hukum bagi wanita yang tidak haid dan laki-laki yang tidak ihtilam

12 Al Dardiri, al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki, Jilid 111, (Mesir: Al Babi Al Halabi.
t. th.), hal. 393
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tidak mencapai ijma’ maka hal ini relatif tidak menjadi suatu masalah
sebagaimana dalam hukum positif karena dalam hukum Islam berlaku taglid

bagi salah satu pendapat ulama’ yang diyakini oleh subyek hukum (mukallaf).



